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ABSTRAK

Ruang terbuka hijau di kota merupakan jalur yang tertib, jalur hijau
yang menyusun suatu jalinan berupa satu kesatuan dalam kawasan kota
yang disebut dengaggalur hijau, RTH pada dasa adalah “ruang terbuka
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ABSTRACT

Green open space in the city is an orderly path, the green line that
composes a fabric in the form of a unit in the city area called the green
line, green open space is basically "green open space contalned within a

“ paru City.
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BAB |

PENDAHULUAN

okrasi yang

aspek dan

wa pembagian

gan bentuk dan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara
Indonesia adalah negara hukum, dimana prinsip negara hukum ini pada
dasarnya mengisyratkan adanya aturan hukum dalam penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penye-lenggara negara. Ridwan
HR,(2003:35) menyatakan bahwa dalam hukum admini-strasi negara

mengandung dua aspek yaitu :
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1. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat

perlengkapan negara melakukan tugasnya;

ai bagian dari
i dif suatu tempat;
g ruang lingkup

mukaan bumi.
all dalam segala

Kni tanah dalam

&
o
i A
&
an3
re
o

Menguasai Negara disini di jabarkan lebih lanjut dengan Undang- Undang
No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pasal

2 ayat (2), berupa wewenang untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya.
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b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

Menentukagsdan mengatur hubungan-hubapngan hukum antara orang-

k merupakan

kan perhatian

segala aktifitas, kondisi ini ut pemerintah untuk dapat membuat

perencanaan yang tepat tentang tata ruang kota.

Pembangunan yang terus meningkat diwilayah perkotaan berdampak
kepada kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan sehingga terjadinya
degradasi lingku-ngan yang jika dibiarkan dapat menurunkan kualitas

lingkungan sehingga lingkungan menjadi kotor, tandus dan udara yang tidak
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sehat karena tidak lagi ada pohon yang yang dapat membersihkan udara.
Pada wilayah kota faktor yang mempengaruhi kerusakan terhadap

lingkungan hidup semakin meningkat akibat adanya aktifitas masyarakat

secara umum (open spaces) “@pPErkotaan dapat berupa kawasan yang
ditumbuhi oleh tumbuhan vyaitu daerah terbuka yang ada diwilayah
perkotaan (open spaces) yang difungsikan untuk tumbuhan dan tanaman
serta vegetasi lainnya yang menunjang fungsi dan kegunaan RTH untuk
ekologis, sosial dan arsitekstural yang memiliki manfaat ekonomi, bagi
masyarakat perkotaan ketersedian ruang terbuka hijau dapat dimanfaat kan
untuk area berolahraga maupun beristirahat dari aktifitas yang padat selain

4
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itu ruang terbuka hijau juga dapat dimanfaatkan sebagai citra kota yang
ramah lingku-ngan namun bagi sebagian masyarakat kota juga

menyalahgunakan fungsi dari ruang terbuka hijau sehingga diperlukan

aan kawasan terbuka

ali¥ ‘ruang terbuka
[a atau kawasan
ertentu dengan

, ruang terbuka

merupakan cirri dari kawasa g diperuntukan sebagai taman/lapangan
terbuka yang merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau difungsikan
sebagai tempat bermain, berkumpul masyarakat kota yang telah disibukkan
dengan aktifitas sehari-hari, setiap pagi pada hari libur taman kota
difungsikan sebagai sarana olahraga ringan seperti jalan sehat dan pada sore
hari atau malam hari taman kota dijadikan sebagai tempat bermain dengan

menikmati pemandangan kota namun keberadaan taman kota pada daerah

5
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sentra atau pusat perkotaan memberikan perma-salahan lain terkait
maraknya parkir liar didaerah taman kota, hal ini sebagaimana yang dapat

dilihat pada taman kota Pekanbaru yang berada dijalan Sudirman maupun

Arifin Ahm pacet karena adanya

“E\‘}\“ .QG R, sejumlah

bagia : \men, hagian \sENghijauan serta

bagi eme an' padz ans : o ang Kota yang

Q & an satu-satunya RTH yang
LIS N

berkonsepkan hutan kota*e Velani (2018:4).

Daerah perkotaan selalu identik dengan permasalahan kemacetan,
populasi udara yang ditimbulkan oleh asap kendaraan, pabrik, suhu udara
yang tidak layak untuk kesehatan dan berbagai permasalahan lainnya yang
memerlukan pengawasan pemerintah sebagai penyelenggara negara,
permasalahan daerah perkotaan didasari oleh kondisi kota sebagai pusat
perekonomian, bisnis dan tujuan bagi masyarakat untuk mencari kehidupan

6



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

yang lebih baik sehingga diberbagai kota besar di Indonesia kepadatan
penduduk menjadi permasalahan yang rumit untuk dijadikan sebagai

kawasan hijau. PP No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota memberikan

gi_daera memperbaiki kondisi

. " &
‘Hm“‘ . jasama yang

memberikan
kota dibentuk

memerlukan

Lo
f % S -

Hutan kota yang*e #Pagai tempat rekreasi;
Hutan kota untuk pelestafian plasma nutfah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota
Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa hutan kota adalah hamparan lahan yang
ditumbuhi pepohonan yang rapat dan lebat di kawasan perkotaan, baik di
atas tanah negara maupun tanah milik yang ditetapkan sebagai hutan kota
oleh pejabat yang berwenang, lebih lanjut angka 3 menyebutkan bahwa
“kawasan perkotaan adalah pusat permukiman yang berperan dalam suatu

7



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

kawasan pembangunan dan atau kawasan nasional sebagai simpul

pelayanan atau bentuk ciri kehidupan perkotaan”.

ang Hutan Kota,

sebagaimana
han  ditetapkan

aan hutan kota

lokasi rekreasi bagi masyara s€dangkan disisi lain keberadaan hutan
kota menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan pembangunan kota
sehingga perlu peran serta pemerintah dalam melakukan pengelolaannya
selain itu permasalahan hutan kota juga timbul dari prilaku masyarakat yang
menyalahgunakan keberadaan hutan kota seperti hutan kota di Jalan
Sudirman Pekanbaru yang dijadikan pusat rekreasi bagi masya rakat

sehingga tidak jarang aktifitas masyarakat tersebut menyebabkan kemacetan
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lalulintas, berbeda dengan hutan kota yang ada di Jalan Diponegoro
Pekanbaru dimana kondisi hutan kota tersebut saat ini cenderung tidak

terawat dan memperi-hatinkan karena banyak masyarakat yang

igga keberadaannya

““ .&‘ aka akan

€

TS ) B

Q —~ ﬁ‘: :
‘_;"‘%l

Pasal 22 menyebutkan bahwa pengelolaan hutan kota yang terletak di atas
tanah negara dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat,
dalam pengelolaan hutan kota yang terletak di tanah hak Negara dilakukan
oleh pemerintah daerah. pemegang hak pemeliharaan dan pengelolaan hutan
kota dilakukan dalam rangka memelihara dan mengoptimalkan fungsi dan

manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi
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tanaman, dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Keberadaan hutan ditengah wilayah perkotaan seharusnya

ditumbuhi oleh_gepohonan yang rindang dag. nyaman sehingga dapat

mengaburkan penelitian yang c#aktkan maka penulis membatasi apa yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan hutan Kota
Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002
Tentang Hutan Kota ?

2. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan hutan

Kota Pekanbaru ?

10
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada hal-hal yang akan diperoleh dari

D. Tinjauan Pustaka

Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai “suatu proses
yang dilakukan secara kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang
telah ditentukan sebelumnya yang apabila diterapkan secara formal
dalam organisasi maka proses kerjasama tersebut adalah d alam upaya

mewujudkan tujuan organisasi, pendapat para ahli tentang pengertian

11
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administrasi diantaranya yaitu, Handayaningrat(1992:2) :

1. William H. Newman menyatakan bahwa administrasi adalah

sebagai bim-bingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada

administrasi negara memi gertian, yaitu, Mustofa (2001:6):

1. Administrasi negara sebagai aparatur negara atau aparatur

pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan);

2. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani

pemerintah yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional;

3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-

12
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Undang.

1 Negara Hukum

yang terdiri dari negara huk® al yaitu negara yang tindakannya

berdasarkan hukum tertulis yang secara formal tertuang dalam peraturan
perundang-undangan sedangkan negara hukum materiil adalah negara
yang mendasari semua tindakannya tidak hanya untuk peraturan
perundang-undangan tetapi juga untuk kesejahteraan umum”,

sedangkan unsur-unsur negara hukum meliputi:

a. Hukum berakar pada Pancasila;

13
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b. Kedaulatan terletak pada rakyat;

c. Pemerintahan berdasarkan konstitusi;

d. Memiliki kedudukan yang sama dalam hukum;

e. Kekuasaan kehakiman tidak tergantung pada kekuasaan lain.
2 Good Govergg

\;t%“

AN

negara dalam berbagai bidang Seséfal dengan kepentingannya.

Istilah governance tidak hanya berarti “kepemerintahan
sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan,
pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga
diartikan pemerintahan oleh karena itu tidak meng-herankan apabila

terdapat istilah public governance, corporate governance, dan banking

14
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governance. Governance sebagai terjemahan dan pemerintahan

kemudian berkembang dan menjadi popular dengan sebutan

keperintahan sedangkan praktek terbaiknya disebut kepemerintahan

“1.Akuntabilitas;

Transparansi;
Keterbukaan;
Aturan hukum;

A W N

Adanya perlakuan yang adil”.
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusian sehingga hak asasi warga negara menjadi tujuan

utama oleh karena itu pemerintahan dalam memberikan pelayanan

15
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publik lebih mengutamakan prinsip goog govermani dalam

melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya secara terbuka

(transparan), efektif, efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab, dengan

penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengelolaan adalah pemanfaatan sumberdaya manusia ataupun
sumberdaya lainnya yang dapat diwujudkan dalam Kkegiatan
perencanaan, pengorganisasian, peng-arahan dan pengawasan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Moekijat ~mengemukakan bahwa

pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas

16
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perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang
dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara

menggunakan manusia dan sumber-sumber lain, Moekijat (2000:1).

pelayanan

yang harus

hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik
serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan
penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyeleng-garaan

pelayanan publik™.

17
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik memberikan defenisi tentang pelayanan publik yaitu “sebagai

kegiatan-kegiatan dan obyek-obyek tertentu yang secara khusus

dimaksudka

pelayanan
h instansi

ketentuan

persekutuan ala .ﬂ ‘

dipisahkan, hutan dapat ‘
dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan”. Simon (1993)
menyatakan bahwa kawasan hutan dapat didefinisikan sebagai suatu
asosiasi komunitas tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh

pepohonan atau vegetasi berkayu yang memiliki luasan tertentu

sehingga membentuk suatu kondisi iklim mikro dan ekologi tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hutan adalah

18
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suatu kawasan yang ditumbuhi pepohonan dan berbagai macam

vegetasi berkayu yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan

sekitarnya, kawasan hutan tidak lagi berada pada daerah pinggiran suatu

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan

tanah.

3. Fungsi hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai

fungsi pokok memproduksi hasil hutan”.

Dilihat dari fungsi hutan maka pemerintah perlu untuk
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menetapkan berbagai kebijakan guna pengelolaan wilayah hutan yang

menjadi suatu asas atau pedoman dalam penge-lolaan dan perencanaan

hutan di Indonesia, kebijakan ini kemudian dituangkan dalam UU

tujuan tertentu untuk diadaka enurut Irwan (2008:281) maka

peranan dan tujuan keberadaan hutan di daerah perkotaan adalah
sebagai berikut:

“1. Menyegarkan udara atau sebagai paru-paru kota;
Menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembaban;
Tempat tinggal hewan;

Penyangga dan pelindung permukaan tanah dan erosi;
Pengendalian dan pengurangan pencemaran udara dan limbah;
Penindasan kebisingan;

Tempat pengawetan plasma nutfah dan bioindikator;

No ok owN
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8. Menyuburkan tanah dan fungsi lainnya”.
Dalam pengelolaan hutan kota dibagi menjadi dua, yaitu:

“1. Kawasan hutag, kota yang terletak di atas tanah milik masyarakat,

yang dilakukan oleh e fiberikan oleh pemerintah kota

melalui hak pengelolaan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat
diperpanjang. Pemberian hak pengelolaan dilakukan atas permintaan
masyarakat kepada Walikota melalui Kepala Dinas terkait, yang
selanjutnya Walikota akan memberikan hak pengelolaan setelah

mendapat saran teknis dari Kepala Dinas.
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4. Penelitian Terdahulu
Berikut adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh :

1) Kantrey Sugiarto dengan Judul “Perlimdungan Hukum Bagi

gatan ganti

Pasal 1243

UU ITE dan pelaku usaha online dilindungi sebagai pihak yang

memiliki itikad baik. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan
melalui pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang menyatakan : “Setiap orang dapat mengajukan
gugatan terhadap pihak yang menyelenggaiwaln Sistem

Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang
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menimbulkan kerugian baginya.” Sehubungan dengan itu,
penyelesaian sengketa dapat pula ditempuh melalui arbitrase

maupun lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain

pdang-undangan.

o> Ny pnatt '9:)

8€cara formal. Perjanjian

endorsement dilakukan melalui kirim pesan di akun instagram,
whatsapp, ataupun menghubungi nomor kontak yang tertera di
biodata selebgram yang akan diajak untuk bekerja sama. Dari
pihak pelaku usaha maupun endorser belum memiliki kesadaran
terhadap pentingnya menulis suatu perjanjian secara formal

hitam di atas putih, sehingga ketika dihadapkan oleh suatu
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permasalahan yang menyebabkan kerugian seperti terjadinya
wanprestasi, maka para pihak mengalami kesulitan apabila ingin

menuntut suatu pertanggungjawaban. Perjanjian endorsement

m. menurut KUH

asalahan yang
tanggung
Perjanjian

selebgram

tulisan itu tidak jelas seperti nomor saja atau menulis di atas air
atau udara, atau tidak formal hanya berupa surat biasa yang tidak
memiliki tanda tangan seperti pada akad perjanjian endorsement
online shop Alstuff Malang dengan endorser, maka akad

tersebut tidak sah.
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3) Naely Syifa Fauziyah menulis dalam skripsi yang berjudul
Perlindungan Hukum Bagi Selebgram Yang Di Endorse Produk

Atau Jasa Yang Melanggar Hukum. Hasil penelitian ini

penelitian

yang di

usaha karena belum tentu Sselebgram tersebut mengetahui bahwa
kosmetik yang ia promosikan tersebut adalah kosmetik yang
tidak berizin atau palsu. Jika masyaiwalt menggugat selebgram,
yaitu dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata). Gugatan tersebut dilakukan untuk
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menguji itikad baik dari selebgram yang bersangkutan dalam
melakukan promosi, untuk itu penting untuk mengedepankan

kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam menguji asas

' p perihal promosi

‘ N .@

YAH,

Dan Iwal Bani” oleh kare yang menjadi fokus penulis ialah
tinjauan hukum perjanjian baku dalam kegiatan endorsement di akun
instagram Megi Irawan dan Iwal Bani beserta Kendala-kendala yang

muncul dalam penerapan perjanjian baku tersebut.

Hukum menurut Soeroso (R.Soeroso, 1992, p. 27) ialah,
“peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan

untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan,
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mencegah terjadinya kekacauan.” (R.Soeroso, 1992)

Perjanjian menurut (Subekti, 1990) merupakan, “suatu peristiwa

dimana seseorang, berjanji kepada yang lain, atau dimana dua orang

selebgram
tersebut.

ini adalah

dapat dilakukan secara jangkauan luas sehingga memudahkan manusia

menerima informasi maupun interaksi sesame manusia.

E. Metode Penelitian
Penelitian ini berkhusus kepada selebgaram Megi irawan dan
Iwal bani. Dalam penelitian mengembangkan bagaimana selebgram

memahami Undang-Undang perdagangan online, dan juga memahami
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akibat dari melakukan pelanggaran. Karena selebgram kota pekanbaru
masih sangat kurang memahami hukum dan hal ini yang peneliti

jadikan salah satu indikator dalam penelitian skripsi. Tahapan yang

penulis per ik pengumpulan

SN panatt '0‘

yang diterapkan dalam kegiatan endorsement di akun instagram megi
irawan dan iwal bani. Indikator hukum disini apakah selebgram
memahami hukum dari perjanjian baku dan menerapkan dalam

kegiatan endorsement atau tidak.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian observation
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research menggunakan sistem survey dimana penelitian ini
langsung dilakukan di lokasi penelitian melalui wawancara.

Dilihat dari sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yakni

ey

L%

9?

Bangunan

Hidup dan

Keindahan Kota Pekanbaru dengan alasan bahwa yang memiliki
kewenangan terhadap penataan ruang di Kota Pekanbaru adalah
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan khusus
untuk penataan ruang terbuka hijau adalah menjadi tanggung
jawab Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan

Kota Pekanbaru dalam hal ini dengan persetujuan pemerintah
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daerah.
Pemilihan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru juga didasarkan

atas pertimbangan ekonomis, dimana kondisi geografis yang

penulis  dalam

—f@..

E-

Keterangan
7
F’ 1 orang
’ 4 orang
‘I
'{ 1 orang
6 orang

Narasumber 12l yang berfungsi sebagai sampel
dalam keberlangsungan jalannya penelitian. Adapaun target
untuk dijadikan populasi dan sampel penelitian ini adalah :

1. Ka. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.
Pekanbaru

2. Ka.Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan

3. Masyarakat Kota Pekanbaru
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Penelitian menggunakan tahapan wawancara kepada pihak
narasumber yang yang bersangkutan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Penelitiag Kukan dengan surg

buku,

iah lainnya serta

Sehubungan dengan "Pe€mbahasan skripsi penulis akan

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, Yyaitu teknik pengumpulan data untuk
memperoleh informasi dengan cara mendatangi responden
dalam hal ini pejabat instansi Dinas Tata Ruang dan

Bangunan Kota Pekanbaru dan Dinas Pengelolaan
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Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Pekanbaru yang

berwenang untuk melakukan tanya jawab secara langsung

terkait obyek yang diangkat dalam penelitian.
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A

uasai Negara

ALQ

t dilihat dari

aitu hubungan
sia lahir hidup

tuhkan tanah.

bt L1 E 1Y

tanah indonesia, yang rincinya terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;

(1)tas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung Sri Susyanti

Nur.2010. Bank Tanah AlLternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan
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Tanah Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan didalamnya itu pada

tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan

seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal

Pasal 2 ayat 2

Pasal 14 yang

umum dalam undang-undang N0.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.
Penataaan ruang sendiri mempunyai pengertian suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.
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B. Tinjauan Umum Penatagunaan Tanah Perkotaan

1. Pengertian Penatagunaan Tanah

Saat ini tanah merupakan resource yang memiliki posisi

a.  Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

b. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah.c. Mewujudkan tertib
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pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta

pengendalian pemanfaatan tanah.

guasai, menggunakan

‘ ‘ ‘\““‘ .9¢ mempunyai

gRAtagunaan tanah

Rencana Tata

strategis dalam mewujudkan penataan ruang.
2. Penatagunaan Tanah kaitannya dengan Penataan Ruang
Pada umumnya tanah-tanah di perkotaan dipergunakan bagi
kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat. Penggunaan
tanah bagi kehidupan social misalnya untuk pembangunan tempat

rekreasi, sarana olah raga, sekolah, pemukiman warga, dan
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sebagainya.
Sedangkan penggunaan tanah bagi kehidupan ekonomi bias

dilihat pada pembangunan pertokoan, pabrik, dan sarana-sarana

’nggunaan dan
sesuai dengan
g dengan hal
penatagunaan
an dan Rencana
esepakatan antara

penggunaan dan

Dibeberapa Negara maju dan yang sedang berkembang telah
dikenal suatu metode penatagunaan tanah yang biasa di sebut dengan
konsilidasi tanah. Konsilidasi tanah merupakan salah satu model
pembangunan di bidang pertanahan  yang bertujuan

mengoptimalisasikan penggunaan tanah dalam hubungan dengan

pemanfaatan, peningkatan, produktivitas dan konservasi bagi
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kelestarian lingkungan.11 Tujuan dari konsolidasi tanah ini adalah

guna mengembangkan kota secara lebih terkontrol dan meningkatkan

cara penatagunaan tanah di perkotaan dengan lebih adil dan bernilai

dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa
mendatang. Hal ini terutama dikaitkan dengan kemungkinan
peningkatan produktivitas (ekonomi) perkotaan..

Namun di balik perkembangan kota saat ini, ternyata
mengakibatkan  berbagai macam  permasalahan,  terutama

permasalahan lingkungan di perkotaan. Menjamurnya pemukiman
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kumuh, polusi udara, polusi air adalah beberapa permasalahan
lingkungan perkotaan yang muncul di wilayah perkotaan yang ada di

Indonesia.

ma penataan ruang di

o L SRR IR

tanah atau rumah di
arena berpaling lagi kepada
permasalahan ekonomi, dimana untuk membeli tanah dan rumah
di perkotaan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga
memaksa mereka untuk membangun rumah liar di lokasi—lokasi
pinggiran perkotaan. Dan hal ini mengakibatkan timbulnya
perkampungan kumuh di tengah-tengah wilayah perkotaan.

c. Terjadinya penyerobotan tanah di pusat-pusat kota maupun di
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pinggir-pinggir kota yang banyak mengakibatkan permasalahan

di kemudian hari.

Timbulnya kemacetan lalulintas di tengah-tengah kota

banyak membawa dampak yang negative dalam penataan ruang
perkotaan, namun kita juga tidak boleh mengesampingkan dampak
positif yang ditimbulkan dengan adanya urbanisasi tersebut, seperti
misalnya penambahan tenaga kerja yang potensial yang dapat

dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan.

40



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Urbanisasi yang tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir
masyarakat pedesaan, dalam hal ini pengetahuan kaum urban

mengenai penataan ruang justru merugikan para urbanisan sendiri,

pada umumnya, dan

“HQE“‘ .Qg ermin  dari

h nampaknya

a kita ketahui

namun pemerintah akan

memperbaiki pemukiman yang mereka dirikan tersebut.

Selain permasalahan kekumuhan perkotaan, minimnya ruang
terbuka hijau kini menjadi salah satu permasalahan baru yang timbul
di kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau di kota-kota besar Kini
keluasannya semakin susut, hal itu diakibatkan perkembangan

pembangunan di perkotaan yang sangat pesat. Akibatnya ruang
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terbuka hijau saat ini merupakan permasalahan yang pelik dan sulit
diatasi.

Adanya pembangunan yang tak terkontrol tersebut,

habis di makan dan

bumi yang merupakan Tlapisan biosfer tempat hidup tumbuh-
tumbuhan, hewan dan manusia.14 Ruang merupakan suatu wilayah
yang mempunyai batas geografi yaitu menurut keadaan fisik, social,
atau pemerintahan yang terjadi sebagian permukaan bumi dan lapisan
tanah di bawahnya serta lapisan udara di atasnya.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 26 Tahun 2007,
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Ruang adalah:
“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

akukan kegiatan, dan

sebagai tempat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan,
industri, pertambangan, sebagai sumber energi, atau sebagai tempat
penelitian dan percobaan.

Namun disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak
terbatas. Bila pemanfaatan ruang tidak teratur dengan baik,

kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan
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penurunan kualitas ruang.

Lebih lanjut parlindunganl5 mengatakan bahwa:

“Diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya

salah satu syarat utama yang harus diperhatikan eksistensinya bukan
hanya aspek ekonomi semata, mengingat kondisi lingkungan
perkotaan saat ini menurun drastis. Tidak dapat di pungkiri,
keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan merupakan
sesuatu yang mutlak ada mengingat fungsi ruang terbuka hijau

tersebut yakni selain sebagai penyeimbang ekosistem juga berfungsi
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meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap masyarakat.
Berbagai macam upaya sosialisasi akan pentingnya ruang terbuka

hijau dalam tata ruang perkotaan telah dilakukan baik oleh pemerintah

dalam

Ruang terbuka
i dan dikelola
k kepentingan
a hijau publik,

aakaman umum,

terbuka hijau dapat diklasitikasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fisik kealamiaannya diklasifikasikan menjadi ;

a. Ruang terbuka hijau alami yang berupa habitat liar alami,
kawasan lindung dan taman-taman nasional.

b. Ruang terbuka hijau non alami yang berupa ruang terbuka

hijau binaan seperti taman kota dan lapangan olahraga.
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2. Berdasarkan strukturnya diklasifikasikan menjadi :

a. Ruang terbuka hijau dengan konfigurasi ekologis,

merupakan ruang terbuka hijau yang berbasis bentang alam

a. Ruang terbuka ditinjau dari kegiatannya

Dibagi atas dua jenis ruang terbuka, yaitu ruang terbuka aktif
dan ruang terbuka pasif. Ruang terbuka aktif adalah ruang terbuka
yang mengandung unsur-unsur kegiatan di dalamnya, sedangkan
ruang terbuka pasif adalah ruang terbuka yang di dalamnya tidak

mengandung kegiatan manusia misalnya ruang sebagai jarak antara
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rumah.
b. Ruang terbuka ditinjau dari bentuknya

Ditinjau dari bentuknya ruang terbuka secara garis besar dibagi

gllka, yaitu ruang
Ruang terbuka
atu lingkungan

n adalah ruang

terjadi banjir, polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial,
menurunnya produktifitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya
ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Kecenderungan
terjadinya penurunan kuantitas ruang terbuka hijau publik. Sebagian

kota besar di Indonesia luasan ruang terbuka hijau telah terjadi

penurunan yang awal mulanya pada tahun 1970-an kurang dari 35%
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kini telah menurun drastis yakni kurang dari 10%. Berbagai kondisi
lingkungan negatif tersebut memacu terjadinya kerusakan lingkungan

berantai dan saling berkaitan sehingga suasana tata ruang menjadi

S @ agi. Oleh TN gradaan ruang terbuka
<> Vet

2U a ataan ruang

afida) dan forrest

ang, dan dapat

luas. Definisi ini hampir senada dengan definisi Wilayah perkotaan dalam

pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002, yakni :18
“Merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam

suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul

jasa atau suatu bentuk, ciri kehidupan kota.”

Kota merupakan sebuah system yaitu system terbuka, baik secara
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fisik maupun social ekonomi, bersifat tidak statis dan dinamis atau bersifat
sementara. Kota merupakan suatu wilayah berkembangnya kegiatan sosial,

budaya, dan ekonomi perkotaan yang tidak berstatus sebagai kota

administrai . embagan suatu kota

‘ ‘ “i\“‘ .QO Dalam pasal

n estetis. Dalam

kota adalah:

Hutan kota adalah sebuah ekosistem. Ekosistem hutan kota tumbuh
secara ekologis sesuai dengan lingkungan perkotaan, artinya terdiri dari
tegakan yang berlapislapis yang masing-masing fungsinya meniru hutan
alami. Secara rici komposisi tegakan dalam hutan kota perlu di jabarkan
secara teknis dengan pendekatan yang diperlukan sesuai dengan fungsinya,

antara lain biologis,estetis, rekreatif, ekologis, fisi, dan sosial sebagai
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cadangan untuk pengembagan ruang terbuka hijau dalam pembangunan
kota jangka panjang.

Idealnya sebuah hutan kota dapat mencapai kondisi optimum

o~ g
c Qf yu di wilayah
o)
DgKe an besar-besarnya

besar. Bukan hanya pepohonan akan tetapi juga di hubungkan dengan
tanah yang ikut membentuk lingkungan tempat keberadaanya seperti
sabuk hijau, pinggir sungai, tempat rekreasi, dan pinggir jalan.

Jalur hijau, hutan kota, hutan lindung, dan tanaman urugan tanah,
dapat dikatakan sebagai bagian dari hutan kota. Area ini biasanya untuk

umum dan bermanfaat untuk berbagai macam kegunaan, serta mempunyai
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nilai luar biasa untuk lingkungan kota. Hutan kota terdapat pada seluruh

jenis tempat atau kawasan seperti perdagangan, tanah industry, tanah

milik, atau di kasan lainnya.

% dari luas wilayah kota.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan ini diamanatkan
bahwa salah satu upaya pemeliharaan lingkungan hidup yakni
pencadangan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka

panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk
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melaksanakan pencadangan tersebut dapat dilakukan dengan cara
membangun ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luasan

pulau/kepulauan.

mor 63 Tahun 2002

\\g%ﬁ‘l"““s"“w . edikit 10%

uh p'a) oral : ahdan™atau disesuaikan

2007 Tentang

raturan menteri

0..

Peraturan Mente

plik Indonesia Nomor : P.71/

Menhut-11/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.
Dalam peraturan ini telah diamanatkan bahwa Persentase luas hutan
kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan
dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Kondisi yang di

maksud di sini yakni keadaan bentang alam kota berupa bangunan

alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa,
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bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti
jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka

hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

ahun 2008 Tentang

“‘\““ .Q‘ 2 Hijau di

\ﬁoé‘

ALRARAE

30% dar Q@
Ay

\\‘-

Hutan Kota dapat berada

3. Pengelompokan [
pada tanah negara maupun tanah hak di
wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam hamparan lahan.22
Lokasi hutan kota dapat di rancang sesuai dengan fungsi hutan kota.
Menurut Grey dan Deneke dan Wirakusumah peranan hutan kota
berdasarkan lokasi peruntukkan aktivitas kota, di bagi menjadi23:

1. hutan kota konservasi
2. hutan kota industri 3. hutan kota wilayah permukiman
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4. hutan kota wisata
5. hutan kota tangkar satwa
Hutan kota dapat dikelompokkan berdasarkan pada bentuk dan

strukturnya, yaitu:

ang tersedia

hutan kota

dengan jumlah

rapat yang tidak

dalam bentuk rumpun atau gerombol- gerombol kecil.

c. Berbentuk jalur, yaitu komunitas vegetasinya tumbuh pada lahan
yang berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bentukan
sungai, jalan, pantai, saluran, dan sebagainya

2. Struktur hutan kota

Struktur hutan kota adalah komposisi dari jumlah dan
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keanekaragaman dari komunitas vegetasi yang menyusun hutan Kota,

berlapis-lapis dan berstrata baik secara vertical maupun horizontal yang

meniru hutan alam. Dapat di klarifikasi menjadi hutan yang:

@fdapat semak,
p tanah, jarak

0Sisi mengarah

“Untuk kepentingan™ pengaturan iklim mikro,estetika, dan
resapan air, disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan
kota”

Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan pemerintah bahwa fungsi
hutan kota adalah untuk:

a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
b. Meresapkan air;
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c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
dan
d. Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati indonesia.

sosial. Fungsi
ap angin, sinar

gdap bau, sebagai

Fungsi kesehatd Untuk terapi mata dan mental serta
fungsi rekreasi, olah raga, dan tempat interaksi sosial lainnya. Fungsi
sosial politik ekonomi misalnya untuk persahabatan antar negara. Hutan
kota dapat memberikan hasil tambahan secara ekonomi untuk
kesejahteraan penduduk seperti buah-buahan, kayu, obat-obatan sebagai
warung hidup dan apotik hidup.

Fungsi yang kedua yankni Pelestarian Lingkungan (ekologi),
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dalam pengembangan dan pengendalian kualitas lingkungan fungsi

lingkungan diutamakan tanpa mengesampingkan fungsi-fungsi lainnya.

Fungsi lingkungan ini antara lain adalah:

hidup (habitat) bagi makhluk hidup lainnya, sebagai burung, kupu-
kupu, serangga. Burung sebagai komponen ekosistem mempunyai
peranan penting, diantaranya untuk mengontrol populasi serangga,
membantu penyerbukan bunga dan pemencaran biji. Hampir pada
setiap bentuk kehidupan terkait erat dengan burung, sehingga burung

mudah dijumpai. Dengan kondisi tersebut diduga burung dapat
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dijadikan sebagai indikator lingkungan, karena apabila terjadi
pencemaran lingkungan, burung merupakan komponen alam terdekat

yang terkena pencemaran. Burung berperanan dalam rekreasi alam,

, ada burung
hmpai kebawah

nyai komposisi

Pengendalian dan Mengurangi Polusi Udara dan Limbah Sebagai
pengendalian dan atau mengurangi polusi udara dan limbah, serta
menyaring debu. Debu atau partikulat terdiri dari beberapa
komponen zat pencemar. Dalam sebutir debu terdapat unsur-unsur
seperti garam sulfat, sulfuroksida, timah hitam, asbestos, oksida

besi,silika, jelaga dan unsur kimia lainnya. Berbagai hasil penelitian
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lainnya  menunjukkan  bahwa tumbuh-  tumbuhan  dapat
mengakumulasi berbagai jenis polutan (pencemar). Seperti

pohon johar, asam landi, angsana dan mahoni dapat mengakumulasi

Yakni sebagali
dari timbulnya

tertentu akan

mikroorganisma dan akhirnya terurai menjadi humus atau materi
yang merupakan sumber hara mineral bagi tumbuhan itu kembali.
Fungsi yang terakhir adalah fungsi estetika. Tumbuh-tumbuhan
dapat memberikan keindahan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur yang
ada dari tajuk, daun, batang, cabang, kulit batang, akar, bunga, buah

maupun aroma. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa penilaian
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hutan kota yang berstrata banyak mempunyai nilai estetika lebih tinggi,
daripada hutan kota berstrata dua..

5. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Bujur Timur dan
ukaan laut

afe. landai dan

Untuk lebih terciptanyate tahan dan pembinaan wilayah yang
cukup luas, maka dibentuklan Kecamatan Baru dengan Perda Kota
Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan
Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58
Kelurahan/Desa.

2.Batas
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Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

C

m/tahun dengan keadaan musim

berkisar:

e Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d
Desember.

e Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan
maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% -

62%.
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5. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai

jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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September 1987 Daerah Kota gnparu diperluas dari + 62,96 Km?
menjadi + 446,50 Km?, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45
Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh

BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah

632,26 Km2.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan
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meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap

penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Ruang terbuka hijau terdiri atas ruang terbuka hijau publik dan
ruang terbuka hijau privat. Khusus ruang terbuka hijau publik dalam hal
ini hutan kota sangatlah sempit di banding kota-kota lain yang ada di
Sulawesi selatan, hal ini dikarenakan faktor luasan tanah yang ada di
kota Pekanbaru. Untuk ruang terbuka hijau privat pun bisa dikatakan

masih kurang, sesuai himbauan pemerintah seharusnya ada bagian
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resapan air dalam setiap rumah, dalam hal ini diperlukan partisipasi

masyarakat yakni menanam satu pohon dalam setiap rumah.

kebijakan dan memberikan fasilitas dalam pembangunan berbagai

bentuk ruang terbuka hijau. Peran swasta dan masyarakat merupakan
pihak-pihak yang menyediakan, memanfaatkan, dan melaksanakan

pengadaan ruang terbuka hijau di setiap kota.

Penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru

peranan pemerintah Kota Pekanbaru sangatlah penting, hal ini berkaitan
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dengan proses perencanaan, penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka
hijau itu sendiri. Dalam hal tersebut, setidaknya ada 2 instansi yang

berperan didalamnya yakni sebagai berikut:

sehingga

ayah Kota

dua bidang yang saling terkait dalam penataan ruang terbuka hijau
yakni bidang pengendalian kawasan dan perizinan bangunan. Bidang
pengendalian kawasan memiliki fungsi untuk mengakomodir
pengendalian penggunaan lahan di wilayah perkotaan agar tidak terjadi
penyalahgunaan fungsi kawasan. Sedangkan bidang perizinan berfungsi

untuk mengatur boleh tidaknya suatu proses pembangunan dilakukan
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dalam suatu kawasan agar tidak terjadi penyimpanagan dan penggunaan

ruang di perkotaan.

b. Dinas Pengelglaan Lingkungan Hidup dan Keindahan kota

merupakan instansi yang menefima langsung surat keputusan dari
walikota mengenai kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai ruang
terbuka hijau dan melakukan perancanaan sehingga ruang terbuka hijau
tersebut memiliki fungsi maksimal sesuai dengan kebutuhan fisik kota.
Sedangkan dalam penataan ruang terbuka hijau di ambil alih kepada

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Di Dinas
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Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru inilah yang oleh
pemerintah diberikan subsidi untuk membangun kawasan ruang terbuka
hijau misalnya memberikan bibit pohon untuk di Tanami di daerah

tersebut.

perda tersebut dinyatakan ba g terbuka hijau di Kota Pekanbaru

terdiri atas kawasan hijau lindung dan kawasan hijau binaan. Kawasan
hijau lindung merupakan kawasan pesisir pantai utara kota sebagai
kawasan hutan bakau dan kawasan hilir sungai tallo sebagai kawasan
hutan bakau dan area pembibitan mangrove. Sedangkan kawasan hijau
binaan, pemerintah kota membagi menhjadi 13 kawasan terpadu yang

didalamnya meliputi ruang terbuka hijau berbentuk areal yakni dengan
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fungsi fasilitas umum maupun berbentuk jalur dengan fungsi pengaman,

peneduh peyangga dan atau keindahan lingkungan.

Pengembapgan ruang terbuka hijau dalaga _hal ini kawasan hijau

binaan

»> 5

&:x han yang

(Lapangan Hasanuddin 08 800si), meningkatkan ruang terbuka
hijau di daerah permukiman padat (Kawasan Lette, Baraya dan Abu
Bakar Lambogo), melestarikan taman-taman lingkungan di
kawasan permukiman (Taman Gatot Subroto, Safari, Segitiga
Balaikota, Segitiga Hassanuddin, Segitiga jalan Masjid Raya,
Segitiga Pasar Baru, Segitiga Pualam, Segitiga Ratulangi, Segitiga

Tugu Harimau, dan THR Kerung-Kerung). Pemanfaatannya
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dilakukan dengan cara melakukan penghijauan jalur jalan dengan
jenis tanaman berbunga dan penanaman pohon pelindung sesuai

dengan wilayahnya, penataan dan pemeliharaan areal pemakaman

Aty

o
il
o A
i
’
7

”"v

Balang Tonjong, mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan
Islam KUSUMA DHARMA dan Taman Makam Pahlawan) dan
lapangan olah raga yang ada (Lapangan Hertasning), meningkatkan
ruang terbuka hijau di daerah permukiman padat pada kawasan
Sukaria dan sekitarnya dan Perumnas Toddopuli dan sekitarnya.

Pemanfaaatannya dilakukan dengan cara penanaman pohon
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pelindung yang berfungsi sebagai peneduh disepanjang sempadan
sungai Tallo, penataan dan pemeliharaan areal pemakaman yang
berada dalam kawasan, seperti pemakaman Islam KUSUMA

4 DHARMA dan

elabuhan
ah 7% dari

dilakukan

pada areal

menata

lahan

Sabutung - Barukang dan sekitarnya. Pemanfaatannya dilaksanakan
dengan cara melakukan penanaman pohon pelindung yang
berfungsi sebagai peneduh terutama disepanjang sempadan dan
muara sungai Tallo, penghijauan jalur jalan terutama di sekitar
kawasan pelabuhan dan pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau

di kawasan permukiman yang padat penduduk, terutama di sekitar
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Paotere.

. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan bandara

terpadu Target ruang terbuka hijau yang @ditetapkan adalah 15%

pantai utara Pekanbaru ONg pengembangan areal budidaya

tanaman hijau produktif sebagai ruang terbuka hijau sementara
pada lahan tidur dan mendorong penanaman pohon-pohon
besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, terutama pada
lingkungan permukiman. Pemanfaatannya dilaksanakan dengan
cara melakukan penanaman hutan bakau di kawasan pantai dan

pelestarian hutan bakau di pesisir pantai utara Pekanbaru,
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pembangunan taman Kota dengan penanaman pohon/tanaman
produktif terutama di kawasan pelabuhan perikanan nusantara,

pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau pada kawasan-kawasan

ayam Daya.

Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan pergudangan
terpadu Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 5% dari
luas kawasan pergudangan terpadu. Pengembangannya dilakukan
dengan cara menata jalur hijau di sepanjang jalan tol Pekanbaru,
menata bagian hilir muara Sungai Tallo dan mendorong penanaman

pohon-pohon pelindung pada ruas jalan dan pinggir Sungai Tallo.
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Pemanfaatannya melalui penghijauan jalur jalan terutama di daerah
sepanjang jalan tol sutami, penataan dan pemeliharaan ruang
terbuka hijau pada kawasan pergudangan Pekanbaru. Penanaman

gpeduh  terutama

dengan mengamankan e puka hijau di sekitar kawasan

lakkang dan menata kawasan resapan air di daerah sekitar Gajah
Mada. Pemanfaatannya sendiri dengan melakukan pengembangan
hutan Kota didaerah Gajah Mada untuk kegiatan wisata dan

penelitian.

Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan budaya terpadu
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Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 15% dari luas
kawasan budaya terpadu. Pengembangannya dilakukan dengan

mengamankan ruang terbuka hijau dalam areal kawasan taman

ta laid h_aliran  Sungai

S AT Ty
new g

olahraga

dalah 18%

di kawasan pembangunan pusat olahraga kota. Penataan kawasan
hijau dan penanaman pohon pelindung yang berfungsi sebagai

peneduh terutama pada daerah sempadan Sungai Jeneberang.

Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan bisnis dan
pariwisata terpadu. Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan

adalah 10% dari luas kawasan bisnis dan pariwisata terpadu.
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Pengembangannya dilakukan dengan mengembangkan jalur hijau
terbuka di sepanjang garis pantai bagian barat Pekanbaru, menata

bagian hilir muara sungai jeneberang, meningkatkan penghijauan di

5 2l

ol
o
-
o
ﬁ.‘
oA
A

kanal Kota, menata bagian hilir muara sungai balang beru dan
meningkatkan ruang terbuka hijau melalui pembuatan hutan dan

taman-taman Kota secara seimbang dalam kawasaan global terpadu.

3. Implementasi Penataan Hutan Kota dalam mewujudkan RuangTerbuka
Hijau di Wilayah Kota Pekanbaru

1. Perencanaan Hutan Kota dalam mewujudkan Ruang Terbuka
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Hijau di Wilayah Kota Pekanbaru
Dalam proses penataan ruang perkotaan, ruang terbuka hijau

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang

nanated)

agi dalam hal ruang

hijau publik dan privat. Hal tersebut senada yang dinyatakan dalam
laporan ruang terbuka hijau dikota Pekanbaru. Dalam laporan ruang
terbuka hijau di Kota Pekanbaru tercantum dengan luasan kota

Pekanbaru 17577,0 Ha dan Luas Ruang
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terbuka hijau kota Pekanbaru sebesar 379,7 Ha maka ditargetkan
ruang terbuka hijau yang seharusnya ada saat ini yakni sebesar 20 %
atau sebesar 3515,4 Ha.

Perencanaan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka

pun belum maksimal.

Nomor

JENIS

TANAMAN

Tranbesi
Tranbesi

Tranbesi
Tranbesi

Tranbesi
Tranbesi

- Glodokan
Tranbesi

Tabel 1 : Keputusan Walikot8 enetapan Lokasi kawasan HutanKota Di

ota Pekanbaru

Sumber : Badan Lingkungan Hidup dan keindahan kota Pekanbaru

Data hutan kota saat ini mulai ada sedikit peningkatan, walau
masihdi bawah target ruang terbuka hijau. Sekiranya sampai tahun

2020,
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terdapat 9 hutan kota yang telah direalisasikan. Hal ini berarti

ada penambahan dua kawasan ruang terbuka hijau. Data HUtan kota

Sampai Tahun 2020 tersebut sebagai berikut;

LUAS (M?)

50.000
30.000
20.000

10.000
50.000

20.000
20.000

8.000
2.000

200.000

direncanakan sebagai kawasan hutan kota. Danau Balangtonjong di
Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala merupakan salah satu
kawasan yang akan direncanakan sebagai kawasan hutan kota, namun

saat ini masih belum direalisasikan.
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Menurut pejabat Instansi Dinas Pertamanan dan Kebersihan
Kota Pekanbaru Lutfi Dianawaty sebenarnya kawasan danau
Balangtonjong sangat tepat untuk dijadikan kawasan hutan Kkota,

melihat luas dari kawasan tersebut kurang lebih 2 Ha dan kondisi

Gambar kawasan yang direncanakan menjadi kawasan Hutan KotaDanau
Universitas Riau

Selain danau Balangtonjong di Kelurahan Antang, Kecamatan
Manggala, menurut pejabat instansi dinas tata ruang dan bangunan
kota Pekanbaru Supardi kawasan yang juga dapat dijadikan kawasan
hutan kota adalah Bandara Hasanuddin Kota Pekanbaru. Kawasan

tersebut memiliki luasan wilayah yang cocok untuk dijadikan Ruang
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Terbuka Hijau dalam hal ini Hutan Kota. Mengenai Bandara
Hasanuddin ini, Lutfy dianawaty juga mengatakan hal yang senada.
Menurutnya saat ini dinas pertamanan tengah mengupayakan

pembangunan di sana, pengukuran luas telah dilakukan dan saat ini

pembagunan walaupun telah mengmaksimalkanberbagai upaya masih

tetap jauh dari target yang diharapkan. Pembangunan hutan kota pun
sama halnya ruang terbuka hijau masih sangatlah minim. Berbagali
kegiatan yang telah diprogramkan oleh pemerintah masih saja
mengalami hambatan. Rencana pembangunan yang dilakukan jauh

hari susah untuk direalisasikan, hal ini dikarenakan
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karena lahan yang tersedia sangatlah kurang dan tidak hanya itu,
terkadang pengalihfungsian lahan pun sering terjadi.

Dalam pemeliharaan hutan kota, Pemerintah Kota Pekanbaru

industri, perdagangan dan

berbagai kawasan terbangun Tainnya. Selain itu minimnya kesadaran
masyarakat yang masih kurang akan pentingnya hutan kota di sekitar
lingkungan mereka yang menjadi penyebanya.
Berikut ini beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam
penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau.
1. Terbatasnya lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan

kawasan hutan kota. Menurut data yang diperoleh dari dinas tata
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ruang dan bangunan kota Pekanbaru, dari luas keseluruhan
sebesar 175,77 km2, sekiranya hampir 90 % luas total tanah yang
ada di kota Pekanbaru digunakan untuk kawasan terbangun,

dengan perincian 50% untuk kawasan permukiman, 30% untuk

diberikan oleh pemerintah untuk

pengelolaan tidak cukup. Saat ini dana yang diberikan hanya
cukup untuk perawatannya saja. Padahal dalam penataan kawasan
hutan kota memerlukan anggaran dana yang besar, misalanya
untuk untuk pengadaan hutankota perlu anggaran besar untuk
menyiapkan lahan baru yang cocok dan strategis. Selain itu,

untuk pemeliharaan dan penggantian pohon yang rusak
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diakibatkan oleh factor alam yang kurang mendukung.

. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan hutan

kota. Sama halnya dengan ruang terbuka hijau, pengembangan

hutan kota sangatlah membutuhkan perhatian berbagai pihak

an ataupun

a akan fungsi

pengaturan mengena gelolaan hutan kota dalam peraturan
daerah di kota Pekanbaru belum ada. Oleh karena tidak adanya
peraturan Kkhusus tersebut tidak heran banyak lahan yang
dialihfungsikan ke pembangunan lain. Seperti yang diketahui
fungsi utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mengatur

bagaimana sesuatu dapat bejalan, dan peraturan tersebut

mempunyai kekuatan sanksi untuk mengaturnya.
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Pengalihfungsian terjadi karena tidak ada sanksi yang mengatur

terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
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BAB IV

PENUTUP
A. Kesimpulan

1 Penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah

sulit direalisasikan karena banyak faktor. Selain itu, terdapat berbagai

kawasan yang direncanakan sebagai kawasan hutan kota tetapi sangat
sulit. Dalam pemeliharaan hutan kota, pemerintah kota Pekanbaru
melakukan berbagai upaya dapat mewujudkan ruang terbuka hijau.
Upaya yang dilakukan denganmelaksanakan program penanaman
sepuluh ribu pohon di suatu kawasan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Dan untuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan
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hutan kota, pemerintah juga melakukan perawatan dengan cara
penggantian pohon-pohon yang telah rusak atau mati setiap tahunnya.
Sulitnya merealisasikan rencana pemerintah kota Pekanbaru dalam

pembangunan hutan kota dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor

yang menjagi ala dalam penataan B a_dalam mewujudkan

mengenai hutan kota atau pun ruang terbuka hijau sehingga dengan
adanya peraturan daerah tersebut diharapkan dapat memberi sanksi
terhadap para pihak yang seringkali mengalihfungsikan lahan yang
direncanakan sebagai kawasan ruang terbuka hijau menjadi kawasan

yang bernilai ekonomis.

87



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

. Pemerintah kota Pekanbaru memberikan sosialisasi terhadap masyarakat

akan pentingnya hutan kota terhadap suatu wilayah permukiman.

Sehingga terjalin kerjasama yang baik antara pemelintah dan masyarakat

dalam pengelolaan hutan kota di kota Pekanbaru.
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Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.6 Tahun 2005 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2005-2015.
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Lampiran

Wawancara Ka. Dinas P.U Dan Penataan Ruang sub.bid. pertamanan Kota
Pekanbaru

1.

8. Apakah sebelum Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan
Kota Pekanbaru sudah tersebar kesemua huta yang tersedia di Kota
Pekanbaru?

9. Apakah ada standarisasi Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan
Hutan Kota Pekanbaru?

10. Saran dan masukan bpk/ibu dalam Implementasi Kebijakan Dalam

Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah
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No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota?

Wawancara Anggota Komisi V DPRD Kota Pekanbaru Jumlah
1. Nama lengkap Bapak/ibu, dan apa betul Anggota Komisi V DPRD Kota

Pekanbaru?

2.
3 n Hutan
4 olaan Hutan
) endala dalam
6 Hutan Kota
63 Tahun 2002
7 laan Hutan Kota
63 Tahun 2002
8 an Dalam Pengelolaan Hutan

Kota Pekanbaru sudah tersebar kesemua huta yang tersedia di Kota
Pekanbaru?

9. Apakah ada standarisasi Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan
Hutan Kota Pekanbaru?

10. Saran dan masukan bpk/ibu dalam Implementasi Kebijakan Dalam
Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah

No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota?
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Wawancara Masyarakat Kota Pekanbaru
1. Nama lengkap Bapak/ibu, dan apa betul Anggota Komisi V DPRD Kota

Pekanbaru?

2.
3 n Hutan
4 olaan Hutan
5 endala dalam
6 Hutan Kota
b3 Tahun 2002
7 laan Hutan Kota
63 Tahun 2002
8 an Dalam Pengelolaan Hutan

Kota Pekanbaru sudah tersebar kesemua huta yang tersedia di Kota
Pekanbaru?

9. Apakah ada standarisasi Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan
Hutan Kota Pekanbaru?

10. Saran dan masukan bpk/ibu dalam Implementasi Kebijakan Dalam
Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah

No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota?
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Foto

Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Bapak Tuwan Aidi, S.T, M.T
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Peneliti berada ota Pekanbaru

Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan dan
Kebersihan Hidup Ibu Jania Rizka,S.P
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Peneliti sed i _ Pekanbaru

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang sedang berada di hutan
kota
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Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang sedang berada di hutan
kota
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